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BAB V 

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

 

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja 

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk 

penyusunan RKPD 2023 berdasarkan arah kebijakan 

pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan 

sasaran pembangunan nasional.  Arah  kebijakan  pembangunan  

daerah  tersebut  berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana terdapat 

6 (enam) urusan pemeritahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; 

pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas 

lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar 

dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi 

penjabaran kebijakan belanja daerah dalam untuk berbagai 

bidang. 

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer 

dan Belanja Tidak Terduga.  

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang 

sebelumnya dikelompokkan menurut Belanja Tidak Langsung dan 

Belanja Langsung (Berdasaran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) berubah menjadi 

kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer 

(Berdasakan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020) dengan uraian 

sebagai berikut: 

5.2.1 Belanja Operasi  

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat 

jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:  

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan 

kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil 

Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai 
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ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara 

lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan 

penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya 

pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil 

Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan 

dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium. 

2. Belanja Barang dan Jasa  

Belanja barang dan jasa digunakan untuk 

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai 

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk 

barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka 

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah 

guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum 

dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut 

objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa 

dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, 

bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan 

kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa 

rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa 

alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 

makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, 

pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, 

perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, 

pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa 

ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain 

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja 

barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada 

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang 

dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak 

ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja 

kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan 

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat.  
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3. Belanja Bunga  

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk 

menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas 

kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang 

pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.  

4. Belanja Subsidi  

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja 

subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual 

produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik 

negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. 

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial  

a. Belanja hibah Belanja hibah berupa uang, barang, atau 

jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berupa 

uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5.2.2 Belanja Modal  

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset 

lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: 

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

2. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan  
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3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap. 

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:  

a) belanja modal tanah 

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan 

tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi 

siap dipakai. 

b) belanja modal peralatan dan mesin 

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk 

menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan 

kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan 

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam 

kondisi siap pakai. 

c) belanja modal bangunan dan gedung  

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 

gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud 

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal 

jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan 

jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan 

irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki 

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam 

kondisi siap dipakai.  

e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap 

lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya 

mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang 

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak 

berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang 

tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di 

pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 
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5.2.3 Belanja Tidak Terduga  

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk 

keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak 

dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 

dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan 

kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya 

tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali 

Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang 

apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta 

amanat peraturan perundang-undangan. 

5.3 Belanja Transfer  

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari 

Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer 

dirinci atas jenis: 

1) Belanja Bagi Hasil 

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi 

hasil yang bersumber dari: 

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada 

kabupaten/kota 

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota kepada pemerintahan desa 

2) Belanja Bantuan Keuangan  

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan 

oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:  

a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi 
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b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota 

c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah 

kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah 

kabupaten/kota di luar wilayahnya  

d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah 

provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau 

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber 

pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 

dalam 2 (dua) tahun terakhir. Format Rekap Belanja berdasarkan 

format struktur belanja Permendagri nomor 77 Tahun 2020 

dituangkan dalam format tabel 3.6 sebagai berikut. 

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan tetap 

memperhatikan aspek efektifitas (keluaran dari belanja dapat 

dinikmati oleh masyarakat), efisiensi (memperhatikan perbandingan 

antara masukan dan keluaran), transparansi (anggaran 

dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas) dan 

akuntabilitas (diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan perundang-undangan). Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow menggunakan sistem defisit anggaran karena jumlah 

belanja daerah lebih besar dari penerimaan daerah. 

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2023 adalah sebagai 

berikut: 

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Dana  yang  tersedia  harus  dimanfaatkan  dengan  sebaik-

baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang 

diharapkan, selanjutnya  akan  meningkatkan  kesejahteraan  

masyarakat.  Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran 

yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan 

dapat terukur. 

2. Prioritas 

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai 

program- program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga 

tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, 

pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan 

dan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi. 
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3. Tolak ukur dan target kinerja 

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur 

dan target pada setiap indikator kinerja bahkan 

mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang 

dilakukan. 

4. Transparansi dan Akuntabel 

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan 

dipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya pun dilaksanakan 

secara transparan 

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang 

tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui 

sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 

1 (satu) tahun anggaran.  

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian 

objek belanja daerah.  

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas 

pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan 

masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai 

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi 

kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta 

dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman 

COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, 

kesehatan, sosial dan ekonomi.  

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan 

untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, 

unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum 

dan unsur kekhususan.  

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

terdiri atas:  

a. Urusan pemerintahan wajib  
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Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:  

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar  

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam 

rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan 

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:  

a) pendidikan;  

b) kesehatan;  

c) pekerjaan umum dan penataan ruang;  

d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  

e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

 masyarakat; dan  

f) sosial.  

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan 

 dasar  

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar 

dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan 

pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, 

meliputi:  

a) tenaga kerja;  

b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;  

c) pangan;  

d) pertanahan;  

e) lingkungan hidup;  

f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  

g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;  

h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  

i) perhubungan;  

j) komunikasi dan informatika;  

k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;  

l) penanaman modal;  

m) kepemudaan dan olah raga;  

n) statistik;  

o) persandian;  

p) kebudayaan;  

q) perpustakaan; dan  

r) kearsipan.  
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b. urusan pemerintahan pilihan  

urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan 

prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan 

pemerintahan pilihan, meliputi:  

1) kelautan dan perikanan;  

2) pariwisata;  

3) pertanian;  

4) kehutanan;  

5) energi dan sumber daya mineral;  

6) Perdagangan;  

7) perindustrian; dan  

8) transmigrasi.  

c. unsur pendukung, meliputi:  

1) sekretariat Daerah; dan  

2) sekretariat DPRD.  

d. unsur penunjang, meliputi:  

1) perencanaan;  

2) keuangan;  

3) kepegawaian;  

4) pendidikan dan pelatihan;  

5) penelitian dan pengembangan;  

6) penghubung; dan  

7) pengelolaan perbatasan daerah.  

e. unsur pengawas yaitu inspektorat;  

f. unsur kewilayahan, meliputi:  

1) kabupaten/kota administrasi; dan  

2) kecamatan.  

g. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; 

dan  

h. unsur kekhususan.  

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, difokuskan pada 

kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, 

pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu juga wajib mengalokasikan 

belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang 
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besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam 

hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran 

Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam 

Negeri dan menteri teknis terkait.  

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap 

belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, 

maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan 

efisiensi penggunaan anggaran.  

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah 

Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis 

standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau 

standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang 

selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam 

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.  

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai 

dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing 

daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai 

Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah 

menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga 

satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan 

standar harga satuan tersebut.  

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa 

mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna 

memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk 

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer 

dan Belanja Tidak Terduga.  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja 

daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan 

pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang 

tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui 

sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 

1 (satu) tahun anggaran.  

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, 

sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian 

objek belanja daerah.  

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas 

pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan 

masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai 

pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi 

kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta 

dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman 

COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, 

kesehatan, sosial dan ekonomi.  

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan 

untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, 

unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum 

dan unsur kekhususan. 

5.2.1. Belanja Operasi  

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka 

pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : 

1) Belanja Pegawai 

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi 

yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 

pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan 
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pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji /uang 

representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai 

ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD 

serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan 

lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan, dan honorarium.  

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:  

a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan 

pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;  

b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja 

SKPD Sekretariat DPRD; dan  

c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD 

bersangkutan  

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji 

pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas 

dan tunjangan hari raya.  

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan 

pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai 

Tahun 2022.  

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan 

gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan 

mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang 

besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari 

jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.  

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi 

Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan 

anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada 

APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
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e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja 

dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah 

serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan 

pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai 

ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan 

dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, 

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi 

kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.  

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN 

daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 

dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam 

hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala 

Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi 

pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam 

Negeri.  

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan 

penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud 

memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan 

kewajaran serta rasionalitas.  

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah 

menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi 

pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan 

Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.  

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana 

Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan 

Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber 

dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, 
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merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan 

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.  

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang 

melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai 

salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan 

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.  

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, 

kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian 

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan 

dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai 

target kinerja kegiatan dimaksud.  

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut 

meliputi honorarium penanggung jawab pengelola 

keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan 

honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan 

Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga 

Satuan Regional.  

i. Larangan Pemerintah Daerahmenganggarkan sub kegiatan 

yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, 

objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub 

rincian objek belanja honorarium ASN.  

2) Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan 

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak 

lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan 
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Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas 

daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta 

diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.  

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang 

pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, 

perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa 

rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa 

alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan 

dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, 

pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, 

perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, 

pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan 

(availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, 

belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa 

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, 

belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat 

atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan 

ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan 

teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan 

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.  

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan 

dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan 

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan 

volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa 

persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan 

Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 

rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran 

program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam 

rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.  
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Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi 

tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan 

bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki 

peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub 

kegiatan. 

c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa 

dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima 

gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

e) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage 

(UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi 

Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan 

Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi 

seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran 

yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada 

SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi 

pelayanan kesehatan.  

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan 

Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah 

dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja 

bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat 

pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi 

tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak 

diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau 

seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan 

manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, 

termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan 

Daerahnya dengan skema ganda. 

Kategori skema ganda, yaitu:  
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(1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan 

kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh 

Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang 

jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian 

atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan 

kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan 

Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.  

(2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh 

Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau 

langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam 

kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non 

aktif karena menunggak iuran.  

Kategori bukan skema ganda, yaitu:  

(1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan 

sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada 

BPJS Kesehatan.  

(2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan 

biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.  

(3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan  

sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun 

sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh 

penanggungnya.  

(4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang 

dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) 

sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional.  

(5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan 

masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan 

kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan 

Kesehatan Nasional, seperti:  

(a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan 

 Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau 

 sebaliknya;  
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(b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke 

 fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak 

 dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;  

(c)   Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke 

 luar kota;  

(d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin 

 dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional 

 sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.  

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan 

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh 

BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan 

berupa medical check up, kepada:  

(1)  Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami 

dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan 

kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2)  Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 

1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, 

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada 

SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan 

Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum 

Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat. 

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan 

teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan 

kapasitas bagi:  

(1)  pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;  

(2)  pimpinan dan anggota DPRD; serta  

(3)  unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan 

  peraturan perundang-undangan;  

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah 

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya 

yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara 
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selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah 

serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan 

aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, 

kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan 

penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. 

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, 

workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat 

diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang 

bersangkutan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus 

mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol 

pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan 

normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek 

kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan 

ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar 

atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual 

berbasis teknologi informasi.  

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar 

atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual 

berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain 

keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan 

infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan 

pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, 

seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan 

tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan 

penularan COVID-19. 

h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau 

kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan 

pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah 

berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi 

perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka 

kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas 

dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan 

secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang 

dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan 

dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan 

Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding 

dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan 

aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau 

lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:  

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan 

biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya 

diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil 

bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi 

madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak 

keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi 

madya.  

(2)  Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  

(3)  Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak 

menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan 

lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya 

penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel 

di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana 

perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 
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(4)  Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara  

      lumpsum.  

(5)  Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR  

       test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam 

        masa pandemi COVID-19).  

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan 

dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. 

Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah. 

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau 

dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka 

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala 

Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam 

RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada 

pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran 

berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun 

barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait 

dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap 

diserahkan. 

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:  

1) hadiah yang bersifat perlombaan;  

2) penghargaan atas suatu prestasi;  

3) beasiswa kepada masyarakat;  

4)penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat 

penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk 

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan 
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non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau  

5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 

3) Belanja Bunga 

Belanja Bungan dianggarkan Pemerintah Daerah untuk 

menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas 

kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman 

sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran   

bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun 

Anggaran 2023 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut 

objek, rincian objek, dan sub rincian objek.  

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga 

tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci 

menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 

4)  Belanja Subsidi 

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi 

dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual atau jasa 

yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD 

dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.  

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, 

BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima 

subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 

2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan 

dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan 

oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan 

pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.  
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Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung 

jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi 

yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.  

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi 

tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD 

terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek.  

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD 

penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi 

kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan 

Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan 

Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari 

Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM 

dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil 

dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara 

SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai 

pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah 

Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup 

kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan 

dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

5)   Belanja Hibah dan Bantuan Sosial  

a) Belanja Hibah  

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 
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kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.  

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian 

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, 

dan manfaat untuk masyarakat. 

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: 

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;  

(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;  

(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali:  

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan/atau  

(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah 

dalam mendukung terselenggaranya fungsi 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

dan  

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.  

 Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian 

bantuan keuangan kepada partai politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan 

kepada partai politik dimaksud sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b)  Belanja Bantuan Sosial 
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Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang 

dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan 

urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan 

pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi 

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.  

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial 

dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub 

kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD 

Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD 

atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan 

bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan 

bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan 

dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam 

RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD 

atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan 

sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD 

Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala 

Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan 

dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan 

serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, 

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam 

bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran 

berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon 

penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis 

belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.  

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan 

pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, 

dan sub rincian objek. 

6) Belanja Bagi Hasil Pajak 

a) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi 

kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi 

hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, 

sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak 

daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana 

pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023. 

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan 

target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2022 pada 

akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada 

pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun 

anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. Penganggaran dana bagi hasil 

yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang 

untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 

sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019. 

b) Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber 

dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam 

APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud Pasal 

94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
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Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

c) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi 

hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah 

desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana 

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 dengan 

mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan 

target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota 

Tahun Anggaran 2022 pada akhir tahun anggaran yang 

belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan 

pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. 

d) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak 

daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah 

kabupaten/kota harus diuraikan ke dalam daftar nama 

pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai 

rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai 

dengan kode rekening berkenaan. 

e) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan 

retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada 

pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar 

pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek 

penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

sesuai dengan kode rekening berkenaan. 
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7) Belanja Bantuan Keuangan 

a) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain 

dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya 

yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi 

dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan 

dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh 

peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan 

bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum 

digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan 

menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan 

daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan 

luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala 

Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus 

digunakan untuk membantu capaian kinerja program 

prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan 

sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan 

keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu 

oleh pemberi bantuan. 

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi 

bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama 

Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan 

sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai 

dengan kode rekening berkenaan. 

b) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi 

dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis 

belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam 

APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah 

kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa 

(ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan 

keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh 

kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 

setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 

ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya, pemerintah provinsi 

dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan 

lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis 

penganggaran, dalam APBD kabupaten/ kota pemberi 

bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut 

harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan 

alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan 

belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD 

serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa 

selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek 

penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening 

berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah 

provinsi/kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, 

belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar 

nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan 

sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai 

kode rekening berkenaan. 

c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan 

dalam peraturan kepala daerah. 



Kebijakan Umum APBD TA. 2023                                                                                    Page 103 
 

8) Belanja Tidak Terduga 

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional 

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 

dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan 

pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga 

merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya 

tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti 

kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK 

yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan 

pada Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 

3) Belanja Barang dan Jasa 

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam 

kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan 

Kepala Daerah. 

b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, 

pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang 

dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan 

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 

Tahun 2016. 

c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka 

pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan 

atau penghargaan atas suatu prestasi.  

d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan 

dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi PD, jumlah pegawai dan 
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volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa 

persediaan barang Tahun Anggaran 2022. 

e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan 

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh 

BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan 

pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan 

Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) 

dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan 

dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang 

secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah 

Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat 

di daerah.  

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan 

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh 

BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah hanya berupa pelayanan medical check up 

sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk 

keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka 

pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk 

program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional 

terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 

109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar 

cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang 

disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up 

sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk 

istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan 

dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada 

SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 
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Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up 

dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap 

memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, 

Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit 

Umum Pusat terdekat. 

g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah 

dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat 

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan 

besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan 

daerah. 

h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada 

pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, 

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan 

mempedomani  Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain 

dibidang hibah dan bantuan sosial. 

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan 

kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran 

berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga 

beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada 

pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang 

terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa 

sampai siap diserahkan. 

i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka 

kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas 

dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, 

dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya 

dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan 

dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi 

kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan 

studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-



Kebijakan Umum APBD TA. 2023                                                                                    Page 106 
 

undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar 

negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 

Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, 

Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. 

j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan 

keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas 

harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai 

biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan 

biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan 

untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, 

Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi 

Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak 

keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi 

Madya;  

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak 

menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan 

lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya 

penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari 

tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan 

pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara 

lumpsum. 

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara 

lumpsum. 

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan 

kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan 

aspek transparansi, akuntabilitas,  efisiensi, efektifitas, 
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kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai 

kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih 

lanjut. 

k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang 

mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja 

perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas 

dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang 

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, 

bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan 

pengembangan sumber daya manusia bagi: 

1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; 

2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta 

3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli, 

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing 

wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. 

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan 

teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau 

sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat 

selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas 

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi 

narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan 

penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna 

efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta 

tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. 

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, 

workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar 

daerah dapat dilakukan secara selektif dengan 

memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, 

muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas 

advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang 

akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan 
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anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi 

oleh penyelenggara.   

m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, 

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, - 

42 - workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya 

diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, 

seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik 

pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam 

Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja 

Aparatur. 

n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna 

barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada 

daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

5.2.2. Belanja Modal 

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset 

lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: 

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  

2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan  

3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.  

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan 

Kepala Daerah. 

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut 

adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh 

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset 



Kebijakan Umum APBD TA. 2023                                                                                    Page 109 
 

sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja 

modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk 

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana 

yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan 

public serta pertumbuhan ekonomi daerah.  

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri 

atas :  

a). Belanja modal tanah;  

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan 

tanah yang diperoleh dengan maksud untuk 

dipakaidalam kegiatan operasional pemerintah daerah 

dan dalam kondisi siap dipakai.  

b) Belanja modal peralatan dan mesin;  

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup 

seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  

c) Belanja modal bangunan dan gedung; 

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk 

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup 

seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

d) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;  

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan 

untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi 

mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh 

Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

e) Belanja modal aset tetap lainnya;  
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Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk 

menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap 

yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset 

tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan 

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

f) Belanja modal aset tidak berwujud; 

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk 

menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria 

aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai 

dengan nilai tercatatnya. 

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset 

tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi  

batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa 

manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa 

yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, 

atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja 

dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan 

sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan 

daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan 

dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan 

mengutamakan produk dalam negeri.  

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik 

daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang 

milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang 

milik daerah yang disusun dengan memperhatikan 

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta 

ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan 

salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan 

anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru 

(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta 
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penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang 

milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, 

standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan 

standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam 

pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi 

sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk 

satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam 

negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, 

satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan 

biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

5.2.3. Belanja Tidak Terduga  

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.  

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara 

memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya 

kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran 

daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. 

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat 

tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.  

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi: 

1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa;  

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  
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3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik.  

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:  

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan;  

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib;  

3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau  

4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat.  

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2023. 

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:  

1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat 

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, 

digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

2) keperluan mendesak; dan/atau  

3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya;  

yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD 

dan/atau Perubahan DPA-SKPD.  

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan: 

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, 

kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran 

pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau  

2) memanfaatkan kas yang tersedia.  

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan 

tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan 

dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 
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dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023.  

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD 

selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub 

rincian objek. 

5.2.4. Belanja Transfer  

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari 

Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.  

Belanja transfer dirinci atas jenis:  

1) Belanja Bagi Hasil  

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil 

yang bersumber dari: 

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota  

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah 

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian 

diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah 

provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 

i. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada 

kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);  

ii. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh 

puluh persen);  

iii. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada 

kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan  

iv. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada 

kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).  

v. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari 

sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah 

kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan 
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dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang 

bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). 

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah 

provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara 

bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak 

boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka 

menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan 

bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam 

APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, 

rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.  

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah 

provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak 

daerah pada Tahun Anggaran 2023.  

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan 

setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak 

daerah provinsi.  

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target 

pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 

2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada 

Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan.  

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari 

retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota kepada pemerintahan desa  

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa 

paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan 

pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada 

Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
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Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara 

bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan 

tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam 

rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi 

dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka 

bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan 

hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.  

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target 

pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota 

pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada 

pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.  

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan 

dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, 

rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku 

SKPKD. 

2) Belanja Bantuan keuangan 

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan 

oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain 

dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.  

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka 

memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima 

bantuan keuangan.  

Belanja bantuan keuangan terdiri atas: 

a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;  

b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;  
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c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah 

kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah 

kabupaten/kota di luar wilayahnya;  

d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah 

provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau  

e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota 

kepada desa.  

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat 

khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan 

dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan 

untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan 

formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan 

konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan 

indeks pembangunan manusia.  

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus 

peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi 

bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian 

kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima 

bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan penerima bantuan.  

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat 

mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau 

anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.  

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi 

dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja 

bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD 

kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan 

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis 

belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling 

sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang 
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diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 

2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 

100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota 

menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam 

APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada 

pemerintah desa.  

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat 

memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah 

desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan 

sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. 

3) Surplus dan defisit 

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 

belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit 

APBD.  

Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah 

diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam 

hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan 

pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah 

diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam 

hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk 

pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau 

defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.  



Kebijakan Umum APBD TA. 2023                                                                                    Page 118 
 

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai 

sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tabel. 5.1 

Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

Kode Uraian Jumlah 

5.1 BELANJA OPERASI 720.680.216.215 

5.1.01 Belanja Pegawai 443.867.084.527 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.452.515.088 

5.1.05 Belanja Hibah 20.334.627.600 

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 25.989.000 

5.2 BELANJA MODAL 168.567.153.252 

5.2.02 
Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 
34.239.781.902 

5.2.03 
Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
74.021.474.290 

5.2.04 
Belanja Modal Jalan, Jaringan 

dan Irigasi 
57.660.754.000 

5.2.05 
Belanja Modal Aset Tetap 

lainnya 
2.425.363.060 

5.2.06 Belanja Modal Aset lainnya 219.780.000 

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.011.506.506 

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.011.506.506 

5.4 BELANJA TRANSFER 192.332.660.379 

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 4.567.608.179 

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 187.765.052.200 

  Jumlah Belanja 1.087.591.536.352 

  Total Surplus/(Defisit) (35.242.953.078) 

 

Sumber : SIPD Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2023 
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